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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk mewujudkan tata kelola perguruan tinggi
keagamaan negeri yang efektif, efisien, transparan, dan
akuntabel, perlu satuan pengawasan internal,;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Agama tentang Satuan Pengawasan Internal

pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI AGAMA  TENTANG SATUAN
PENGAWASAN INTERNAL PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan
pemeriksaan internal, reviu, evaluasi, pemantauan, dan
kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah
dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah
ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan
pimpinan dalam mewujudkan tata kelola perguruan
tinggi keagamaan negeri yang baik.

Pemeriksaan Internal adalah proses identifikasi masalah,
analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara
independen, objektif, dan profesional berdasarkan
standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan,
kredibilitas, efektifitas, efisiensi, dan keandalan informasi
pelaksanaan tugas dan fungsi sekaligus pengujian atas
kegiatan objek pengawasan/pemeriksaan.

Reviu adalah penelaahan ulang terhadap isi dokumen
berkaitan dengan rencana kegiatan, standar, dan norma
yang telah ditetapkan.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan
hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar,
rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan
menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi
keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam

mencapai tujuan.
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Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Pengawasan Lainnya adalah kegiatan yang berbentuk
sosialisasi mengenai pengawasan, pendidikan dan
pelatihan pengawasan, pembimbingan dan konsultasi,
pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil
pengawasan.

Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat
SPI adalah unsur pengawas yang menjalankan fungsi
pengawasan nonakademik wuntuk dan atas nama
perguruan tinggi keagamaan negeri.

Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya
disingkat PTKN adalah satuan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan yang
didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Kementerian
Agama.

Pemimpin PTKN adalah Rektor dan Ketua.

Kementerian adalah Kementerian Agama Republik
Indonesia.

Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Pasal 2
Pemimpin PTKN membentuk SPI.
SPI berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Pemimpin PTKN.

Pasal 3
SPI bertugas melaksanakan pengawasan nonakademik
pada PTKN.
Dalam melaksanakan tugas pengawasan, SPI
menjunjung tinggi prinsip integritas, objektif, keahlian,

dan menjaga kerahasiaan.



